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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id SALINAN

PUTUSAN

Nomor 2532/Pdt.G/2023/PA.Kbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

       Pengadilan  Agama  Kebumen  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan

perkara cerai gugat antara :

Penggugat,  Tempat  Tanggal  Lahir,  Kebumen,  11  Juli  1989,  agama  Islam,

Pekerjaan  Mengurus  Rumah  Tangga,  Pendidikan  Sekolah

Dasar,  tempat  kediaman  di  Dukuh  Panjer,  Xxxxx,  sebagai

Penggugat;

m e l a w a n ;

Tergugat, Tempat Tanggal Lahir, Kebumen, 13 November 1987, agama Islam,

Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman

di Dukuh Kalijirek, Xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

           Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 November

2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen, dengan

Nomor  2532/Pdt.G/2023/PA.Kbm,  telah  mengemukakan  hal-hal  yang  pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  adalah  suami-  istri  yang  telah

menikah  di  hadapan  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan  Alian,  Kabupaten  Kebumen,  tanggal  17  Desember  2013,

sebagaimana  sesuai  pada  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  :  xxxxx,  yang

dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Alian,  Kabupaten

Kebumen, tertanggal 17 Desember 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah

bersama di rumah Tergugat di Dukuh Kalijirek, Desa Kalijirek, RT. 05/ RW.

01, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, selama  9 tahun;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan

hubungan  suami-  istri  (bada  dukhul)  dan  telah  dikaruniai  3  anak  yang

bernama : xxxx, lahir tanggal 25 Desember 2014, NIK: 3305126512140002,

Pendidikan terakhir belum tamat SD, xxxx, lahir tanggal 13 juni 2017, NIK :

3305125306170004, Terakhir belum tamat TK, xxxx, tanggal Lahir 24 Maret

2020, NIK : 3305122403200003, belum sekolah, saat ini anak tersebut ikut

bersama Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Juni tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat

mulai  goyah  dikarenakan  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi

pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena masalah sudah tidak

ada kecocokan dan dimana Tergugat kurang bertanggung jawab masalah

nafkah lahir dan batin;

5. Bahwa akibat pertengkaran posita angka 4 tersebut yang terjadi pada bulan

Agustus tahun 2022, yang untuk selanjutnya Penggugat dan Tergugat pisah

rumah, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dukuh Panjer,

Desa kambangsari RT.01/ RW. 02. Kecamatan Alian. Kabupaten Kebumen,

sedangkan Tergugat  tinggal  di  rumah Tergugat  di  Dukuh  Kalijirek,  Desa

Kalijirek, RT. 05/ RW. 01, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen;

6. Bahwa  sampai  dengan  sekarang  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah

rumah selama  1 tahun 3 bulan;

7. Bahwa  Penggugat  sudah  berusaha  meminta  bantuan  kepada  pihak

keluarga  untuk  menyelesaikan  kemelut  rumah  tangga  ini,  namun  tidak

berhasil;

8. Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini berdasarkan pada

Pasal 19 huruf (f)  Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116

Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa sampai saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

harmonis dan sulit untuk dipersatukan kembali;

Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada

Ketua  Pengadilan  Agama  Kebumen  untuk  menjatuhkan  putusan  sebagai

berikut ; 

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id2. Menjatuhkan  talak  satu  Bain  Sughro  dari  Tergugat  Tergugat  kepada

Penggugat Penggugat;

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

 ---------------------------------------------------------Atau------------------------------------

-

 Apabila Pengadilan Agama Kebumen berpendapat lain,  mohon putusan

yang seadil- adilnya. 

Bahwa pada hari  dan tanggal  sidang  yang telah ditetapkan,  Penggugat

dan  Tergugat telah  hadir,  dan  Majelis  Hakim telah  berusaha  mendamaikan

Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan

mediator  Hakim,  sebagaimana  laporan  mediator  Drs.  H.  M.  Kahfi,  SH.  MH

tanggal 27 November 2023,  akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat

yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas  gugatan  Penggugat,  Tergugat  tidak mengajukan  jawaban

meskipun telah diberi kesempatan

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

a. Surat  Keterangan  Domisili  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Desa

Kambangsari  Kabupaten  Kebumen  nomor  045.2/977/2023  tanggal  09

November  2023  telah  dicocokkan  sesuai  dengan  aslinya  dan  telah

bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.1);

b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA

Alian Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Nomor xxxxx Tanggal

17 Desember 2013 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah

bermeterai cukup serta dinazegelen (bukti P.2);

B.   Saksi :

1. Xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa  saksi kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi

sebagai saudara kandung Penggugat;

- Bahwa  hubungan  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  isteri

yang  sah  menikah  pada  tahun  2013,  selama  menikah  Penggugat
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.iddengan  Tergugat telah  dikaruniani  keturunan  3  orang  anak ikut

bersama Penggugat;

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

rukun  dan  harmonis,  namun  sejak  bulan  Juni  2017  rumah  tangga

Penggugat  dan  Tergugat  mulai  tidak  harmonis,  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa  penyebab  pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugatat  karena

masalah  sudah  tidak  ada  kecocokan  dan  dimana  Tergugat  kurang

bertanggung jawab masalah nafkah lahir dan batin ;

- Bahwa  saksi melihat  dan  mendengar  sendiri  perselisihan  dan

pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa pada puncaknya pada bulan Agustus 2022 antara Penggugat

dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal ;

- Bahwa selama pisah antara Penggugat  dengan Tergugat  tidak ada

yang berkeinginan rukun kembali meskipun keluarga sudah berusaha

merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa  saksi kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena  saksi

sebagai tetangga Penggugat;

- Bahwa  hubungan  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  isteri

yang  sah  menikah  pada  tahun  2013,  selama  menikah  Penggugat

dengan  Tergugat telah  dikaruniani  keturunan  3  orang  anak ikut

bersama Penggugat;

- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat

rukun  dan  harmonis,  namun  sejak  bulan  Juni  2017  rumah  tangga

Penggugat  dan  Tergugat  mulai  tidak  harmonis,  sering  terjadi

perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa  penyebab  pertengkaran  Penggugat  dan  Tergugat  karena

masalah  sudah  tidak  ada  kecocokan  dan  dimana  Tergugat  kurang

bertanggung jawab masalah nafkah lahir dan batin ;

- Bahwa  saksi melihat  dan  mendengar  sendiri  perselisihan  dan

pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa pada puncaknya pada bulan Agustus 2022 antara Penggugat

dengan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal ;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id- Bahwa selama pisah antara Penggugat  dengan Tergugat  tidak ada

yang berkeinginan rukun kembali meskipun keluarga sudah berusaha

merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan

mengajukan bukti lagi;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat  memberikan  kesimpulan  yang  pada

pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa  selanjutnya  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  maka

ditunjuk berita  acara persidangan perkara ini,  yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

seperti telah diuraikan di atas ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi tetapi

tidak berhasil, sehingga  telah memenuhi ketentuan PERMA NO. 1 Tahun 2016

Tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang,  bahwa  pada  setiap  persidangan  Majelis  Hakim  telah

berusaha mendamaikan pihak berperkara, juga tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa  Penggugat  dalam gugatannya mendalilkan bahwa

Penggugat  telah  melangsungkan  perkawinan  dengan  Tergugat  di  hadapan

Pegawai  Pencatat  Nikah,  Kantor  Urusan  Agama  (KUA)  Kecamatan Alian,

Kabupaten Kebumen, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :

xxxxx, tertanggal 17 Desember 2013 dan sejak bulan Juni 2017 rumah tangga

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat

memiliki  legal  standing untuk  mengajukan gugatan perceraian  sebagaimana

diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

yang  sudah  diubah  dengan  Undang-Undang Nomor  3  Tahun  2006  dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang,  bahwa  dari  posita  gugatan  telah  menunjukkan  bahwa

perkara  ini  termasuk sengketa  di  bidang perkawinan,  berdasarkan bukti  P.1

ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen,

maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Perkawinan sebagaimana yang

telah  diubah dengan Undang-Undang Nomor  3  Tahun 2006 dan  perubahan
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idkedua  dengan  Undang-Undang Nomor  50  Tahun  2009,  Pengadilan  Agama

Kebumen berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan

Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan sejak bulan Juni

2017  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sering  terjadi  perselisian  dan

pertengkaran  disebabkan  masalah ekonomi,  Tergugat  kurang  bertanggung

jawab dalam menafkahi Penggugat  yang pada akhirnya terjadi pisah tempat

tinggal sejak bulan Agustus 2022;

Menimbang,  bahwa  atas  gugatan  Penggugat  tersebut  Tergugat  tidak

menyampaikan jawaban meskipun telah diberi  kesempatan dengan demikian

Majelis menilai Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan tidak membantah

apa yang didalilkan Penggugat didalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil  gugatannya Penggugat

telah mengajukan alat  bukti  tertulis  berupa  P.1, P.2 dan 2 (dua) orang  saksi

masing-masing bernama: Xxxxx dan Xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang

berwenang,  menjelaskan  Penggugat  bernama  bertempat  tinggal  di  wilayah

hukum Pengadilan Agama Kebumen, telah bermeterai cukup dan cocok dengan

aslinya,  maka  alat  bukti  tersebut  merupakan  bukti  otentik,  mempunyai  nilai

pembuktian  yang  sempurna  dan  mengikat,  dengan  demikian  bukti  tersebut

dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah

yang  dikeluarkan  oleh  pejabat  yang  berwenang,  menjelaskan  hubungan

Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, telah bermeterai cukup dan cocok

dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan bukti otentik, mempunyai

nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti tersebut

dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang,  bahwa  2  (dua)  orang  saksi  tersebut  telah  memberikan

keterangan  dibawah  sumpah  yang  pada  pokoknya  bahwa  sejak  bulan  Juni

2017 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi,

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi

Tergugat tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari  yang pada

puncaknya  antara  Penggugat  dengan  Tergugat telah  pisah  tempat  tinggal

selama  1 tahun 3 bulan dan sejak itu diantara mereka tidak pernah kelihatan
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idrukun ataupun tinggal serumah lagi sebagaimana layaknya suami-istri,  pihak

keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  keterangan  yang  diberikan  oleh  saksi-saksi

Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung

dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya,

saksi-saksi  tersebut  adalah  keluarga  dan  orang  dekat  Penggugat maka

berdasarkan Pasal 172 HlR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

saksi-saksi  Penggugat tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil  dan

materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi  tersebut merupakan alat bukti

yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  dalil-dalil  Penggugat   dan  keterangan

saksi-saksi dimuka persidangan terdapat adanya fakta sebagai berikut: 

 Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang

sah;

 Bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat tidak  harmonis  lagi,

diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

menerus  yang  disebabkan  karena  Tergugat  tidak  mampu  memenuhi

kebutuhan  hidup sehari-hari Penggugat;

 Bahwa  akibat  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut,  kemudian  terjadi

pisah  tempat  tinggal  antara  Penggugat  dan  Tergugat hingga  sekarang

berlangsung selama kurang lebih 1 tahun 3 bulan;

 Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak

pernah  saling  mengunjungi  demi  keutuhan  dan  keharmonisan  rumah

tangga;

 Bahwa  Penggugat didalam  persidangan  menunjukkan  sikap  sungguh-

sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;

 Bahwa pihak  keluarga  sudah  berusaha  mendamaikan  atau  merukunkan

Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa dalam petitum angka 2  Penggugat menuntut  agar

dijatuhkan  talak  satu  bain  sughro  Tergugat kepada  Penggugat akan

dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang,   bahwa   menurut   Pasal   39   UU  No.   1 Tahun   1974

tentang  perkawinan    menentukan    bahwa   untuk   melakukan    suatu

perceraian   harus  ada cukup  alasan  dimana  suami  istri tidak  akan  dapat

hidup  rukun  sebagai  suami istri   dan  pengadilan   telah  berusaha   dan
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idtidak   berhasil    mendamaikan   kedua belah pihak.   Selanjutnya   dalam

pasal  19 huruf (f) PP No.9  Tahun  1975 jo Pasal 116  huruf  (f)  Kompilasi

Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus   menerus  antara  suami   istri

dan tidak ada harapan lagi untuk kembali  rukun;

Menimbang,  bahwa  dari  ketentuan  pasal-pasal  tersebut terdapat

beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya  perceraian   baik  cerai

talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya   alasan   telah   terjadinya   perselisihan   dan   pertengkaran

yang terus menerus; 

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan  suami   istri   sudah   tidak

ada harapan  untuk kembali  rukun;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami  istri tapi tidak berhasil;

         Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan  satu

persatu  dengan  mengaitkan fakta-fakta  yang  terjadi  dalam  rumah   tangga

Penggugat dengan   Tergugat sehingga  antara   Penggugat dan  Tergugat

dipandang  telah  memenuhi  unsur-unsur  terjadinya  suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang   diajukan

Penggugat terbukti  bahwa  antara   Penggugat dengan  Tergugat telah terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran secara terus menerus   yang  disebabkan

karena Tergugat dengan  demikian  unsur pertama  tersebut telah terpenuhi;

Menimbang,  bahwa selanjutnya  terbukti  pula  bahwa  akibat  dari

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terjadi antara Penggugat dengan

Tergugat telah terjadi   pisah tempat   tinggal   sekitar  1  tahun  3 bulan

meskipun selama pisah tersebut terkadang   Penggugat dan  Tergugat masih

menemui anaknya, namun demikian antara  Penggugat dan  Tergugat sudah

tidak  berhubungan  suami  isteri  dan  telah  diupayakan oleh pihak keluarga

kedua   belah   pihak  agar  dapat kembali  rukun, tapi upaya tersebut  tidak

berhasil,  dengan  demikian  unsur kedua juga  telah terpenuhi;

Menimbang,   bahwa  dengan  pertimbangan   tersebut  di atas, dapat

ditarik suatu kesimpulan  bahwa   perselisihan   dan   pertengkaran   sudah

menjadi   pecah (broken marriage) dipandang  telah memenuhi  unsur-unsur

terjadinya  perceraian  sebagaimana  ditetapkan  oleh  peraturan  perundangan

seperti tersebut di  atas;
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idMenimbang,   bahwa  terhadap   perkara   ini dapat   diterapkan   pula

yurisprudensi   Mahakamah   Agung  RI Nomor  379  KlAG/1995   tanggal

26   Maret 1997   yang    abstraksi    hukumnya    menyatakan    apabila

suami   istri  terjadi   perselisihan   dan terjadi  pisah tempat,  maka  rumah

tangga   mereka   telah   pecah  dan   gugatan    cerai   telah   memenuhi

ketentuan  Pasal  19 huruf  (f) PP No. 9 Tahun  1975;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya

sering  terjadi  perselisihan dan  pertengkaran akan  sulit   untuk mewujudkan

rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan  kasih  sayang seperti yang

diharapkan  oleh  setiap  pasangan  suami   istri,  justeru  sebaliknya  akan

menimbulkan kemudharatan dan perselisihan   yang   berkepanjangan  salah

satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut  sejalan  dengan  pendapat

pakar Hukum Islam   dalam   kitab   “Madza   Hurriyyatuz   Zaujaeni   Fii

A thalaq”   yang diambil  alih  menjadi  pertimbangan   Majelis  Hakim  dalam

memutus   perkara  ini yang  menyatakan "Islam memilih lembaga perceraian

ketika  rumah  tangga  sudah  dianggap  guncang  tidak  harmonis  dan  tidak

bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri  sudah  hilang

(tanpa ruh), sebab dengan  meneruskan  perkawinan berarti menghukum salah

satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah

suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang,  bahwa  dalam  rumah  tangga  yang  pecah  jika  tetap

dipertahankan  dalam  satu  ikatan  perkawinan  tidak  akan  menciptakan  dan

mencapai tujuan rumah tangga yang bahagia sebagaimana harapan Pasal 1

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena masing-masing tidak lagi dapat

melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri dengan baik karena

itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan keluar yang lebih

baik bagi  Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang,  bahwa disamping itu  alasan tersebut  telah sesuai  dengan

pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab “Fiqh Sunnah” Juz II

halaman  290 yang  diambil  alih  menjadi  pertimbangan  Majelis  Hakim  yang

berbunyi: 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:  “Apabila  gugatan  isteri  dihadapan  pengadilan  telah  terbukti  dengan

suatu bukti  atau pengakuan suami,  sedang kepedihan dengan tetap

mempertahankan  rumah  tangga  bagi  mereka  berdua  sudah  tidak

tertahankan lagi,  dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan

lagi  oleh  Hakim,  maka  Hakim  menyatakan  talak  bain  kepada  isteri

tersebut.”  

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  a  quo,  yang  berkehendak  untuk

bercerai adalah  Penggugat (istri), dan sebelumnya antara  Penggugat dengan

Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi

Hukum Islam, talak  Tergugat yang dijatuhkan kepada  Penggugat adalah talak

bain sughro;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas,  maka  petitum

angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu

bain sughro Tergugat kepada Penggugat; 

Menimbang,  bahwa sesuai  ketentuan Pasal  89 ayat  1  Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989 tentang  Peradilan  Agama,  sebagaimana  telah  diubah

dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor

50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan  

hukum syar’i yang berkaitan dalam  perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  shughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp. 785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari  Senin tanggal  11 Desember

2023 M bertepatan dengan tanggal  28 Jumadil Awwal 1445 H oleh  Drs. H.

Asrori, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nurkhojin dan Drs. H. Daldiri,
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.idS.H. masing – masing  sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari  itu

juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk  umum  oleh Ketua Majelis

dengan didampingi Hakim – hakim anggota tersebut dan dibantu oleh H. Sarno,

S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya

Tergugat;

Hakim Ketua
ttd

Drs. H. Asrori, S.H., M.H.
Hakim anggota Hakim anggota

ttd ttd
Drs. H. Nurkhojin Drs. H. Daldiri, S.H.

Panitera Pengganti
Ttd

H. Sarno, S.H.

Perincian Biaya  Perkara :
Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,- 
Biaya Proses : Rp 75.000,00,- 
Biaya Pemanggilan : Rp  560.000,00,-
Biaya Redaksi : Rp 10.000,00,-
Biaya Meterai : Rp 10.000,00,-
Biaya Sumpah : Rp  100.000,00,-

Jumlah : Rp  785.000,00,-

Salinan sesuai dengan aslinya.

PANITERA  PENGADILAN AGAMA KEBUMEN

Sultan Hakim, S.Ag., S.H.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal ........................ 
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